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ABSTRAK

Sengketa dapat terjadi karena adanya wanprestasi, perbuatan melawan hukum
maupun force majeur, dalam perbankan wanprestasi sering menjadi alasan terjadinya
sengketa, maka penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan dapat ditempuh melalui
lembaga Pengadilan ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, pada
hakikatnya dalam menyelesaian suatu sengketa, penyelesaian terlebih dahulu
diselesaikan melalui internal oleh bank, apabila diselesaikan melalui penyelesaian
internal bank maka bank harus menyediakan wadah bagi nasabah untuk dapat
mengadukan dan menyelesaikan masalah yang ada tanpa merugikan nasabah sebagai
bentuk perlindungan konsumen. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka suatu
sengketa baru dapat diselesaikan berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam
perjanjian. Berdasarkan data Badilag PA Watampone diketahui tidak ditemukan
satupun laporan mengenai sengketa perbankan syariah berangkat dari hal ini
penelitian dilakukan lebih lanjut melalui salah satu Bank Syariah di Watampone yaitu
Bank Muamalat KCP Bone untuk mengetahui mekanisme serta strategi penyelesaian
sengketa yang dilakukan sehingga tidak satupun sengketa yang terjadi diselesaikan
melalui proses litigasi. Apakah mekanisme serta strategi yang dilakukan
menggunakan strategi yang sama serta efektif bagi bank dan nasabah dalam
menyelesaikan sengketa yang ada, baik itu disebabkan karena wanprestasi, perbuatan
melawan hukum atau force majeur .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode field research yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan
mengenai objek penelitian lalu menganalisa hasil penelitian, metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang bersumber dari
Undang-Undang, peraturan yang berlaku dan terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil pengamatan dilapangan dan dilakukan analisis dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya mekanisme dan strategi penyelesaian sengketa
khususnya wanprestasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Bone sudah sesuai
dengan aturan yang ditetapkan yaitu menggunakan strategi restrukturisasi apabila
tidak berhasil maka langkah akhir ialah dengan melakukan AYDA untuk dijual
ataupun dilelang. Namun jika dilihat dari segi keefektifannya dalam menangani
pengaduan maupun sengketa diketahui penanganan yang dilakukan masih belum
efektif hal ini disebabkan karena penyelesaiannya tidak dilakukan di Bank Muamalat
KCP Bone namun ditangani oleh Bank Muamalat wilayah Makassar yang berada di
Ibukota Provinsi, yang menyebabkan tidak terpenuhinya perlindungan konsumen
karena nasabah yang terikat perjanjian harus mematuhi isi perjanjian sehingga tidak
dapat memilih opsi hukum yang lebih mudah untuk ditempuh. Hal ini terjadi
disebakan pada saat dibuatnya perjanjian pihak bank tidak merekomendasikan
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang lebih efektif

Kata kunci: Strategi, Penyelesaian Sengketa, Efektifitas.



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua
Dengan kasihnya yang tanpa batas membuat saya berhasil mencapai titik akhir. Ridha
dan dukungan beliau membuka jalan sukar yang menghambat perjalanan dalam

menyelesaikan tesis ini. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan-Nya. Amin.

Akademisi dan Pembaca
Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik akademisi,
peneliti, mahasiswa yang menekuni bidang hukum ekonomi syariah, maupun

pembaca sekalian.

Teman-Teman
Teman-teman seperjuangan Magister Syariah, Runners, dan teman makan dan jalan
yang telah memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan tesis ini.

Jazakumullah khairan

Vi



MOTTO

el kg O ALAl A& 5 (& 5 &G 4 el A’

“Kemiskinan itu hampir menjadi kekafiran, dan kedengkian itu hampir mendahului

takdir.”
Maka

“Bersungguh-sungguhlah untuk setiap apa yang kamu kerjakan karena akan menjadi

ilmu dan pengalaman yang baik untukmu”

vii



KATA PENGANTAR

gl GAaSN Al
Y oodn g U Y) Al Y o agdl a3 AN el o el 4y caalladl G s Aaali
B A3 3 Eall § Al guuy g o Ve o gl g A &y

By Gl Gimad aalal g All e 5 aaa Uk Galudall g ¢l capsd

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta
kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul
“PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEKANISME INTERNAL OLEH
BANK (ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANK
MUAMALAT KCP BONE KOTA WATAMPONE SULAWESI SELATAN)”.
Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW., keluarga, dan sahabatnya semoga Kkita tergolong orang-orang
yang beriman dan mendapat syafa’at dari junjungan kita Muhammad SAW di hari
kemudian.

Dengan segala upaya dikerahkan demi kelancaran selama proses penulisan
tesis ini, bimbingan, arahan dari berbagai pihak yang membantu baik secara materil
dan immateril semoga akan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Maka dengan segala
kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga

kepada:

viii



. Prof. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister
Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
. Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah
memberikan waktu untuk membimbing, memberikan saran, arahan serta
memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis
ini, jazakumullahu ahsanal jaza .

. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk
menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan baik yang sempat
bertatap muka maupun yang tidak sempat disebabkan pandemi yang
menghalangi, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah bagi kita semua.

. Segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu
baik secara langsung maupun tidak langsung melancarkan proses administrasi
selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.

. Direksi Stake holder Bank Muamalat KCP Bone yang telah berkenan
memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian

. Orang tua yang selalu menjadi alarm yang tak henti-hentinya mengingatkan di

saat lalai mengenai kewajiban seorang penuntut ilmu.



9. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syariah
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 yang saling support
selama penyelesaian tesis.

10. Teman-teman jalan dan makan, para runners sebagai support healing dan
mental.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta
membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di
atas, semoga Allah SWT. membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis
berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi
mahasiswa hukum ekonomi atau bisnis syariah. Penulis menyadari bahwa penelitian
ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk

menyempurnakannya.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Nurul Mu’minaati Idris
19203012020



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal

22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

ini

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Keterangan
l Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& sa’ 8 Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Vs Zet (dengan titik di atas)
0 Ra’ R Er
B) Za Z Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy Es dan Ye
) Sad $ Es (dengan titik di bawah)
e dad d De (dengan titik dibawah)

Xi




5 ta’ t Te (dengan titik dibawah)

5 z& z Zet (dengan titik dibawah)
‘ain ‘ Koma terbalik ke atas

d gain G Ge

— fa’ F ef

3 gaf Q Qi

Sl kaf K Ka

J lam L ‘El

N mim M ‘Em

o nan N ‘En

3 wawu W we

° ha’ H Ha

e hamzah I Apostrof

¢ ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
Blaxia Ditulis Muta’addidah
(3 Ditulis ‘iddah

Xii




C. Ta’

Marbiitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbutah dibaca mati ditulis denganh, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, dan zakat.

"

Ditulis

Hikmah

Qo

Ditulis

Jizyah

2. Bila ta’Marbutah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h

e W Y dal <

Ditulis

Kardmah al-auliya’

3. Bilata’Marbutah hidup dengan hérakat fathah kasrah dan dammah ditulis t

Shdl) 3185 Ditulis Zakat al-figri
D. Vokal Pendek
} Kasrah Ditulis I
h Fathah Ditulis A
Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis A
s s Ditulis Jahiliyyah
2. Fathah + }:a’ mati Ditulis A
‘Fum
3. Kasrah + ya“ mati Ditulis I
p s Ditulis Karim
4. Dammah + wawumati Ditulis 0
o= M Ditulis furid

F. Vokal rangkap
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1 Fathah + ya’ mati Ditulis Al

' aSin Ditulis Bainakum
2 Fathah + wawu mati Ditulis Au

' Jdsh Ditulis Qaul

apostrof

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

il

Ditulis

s
a antum

RSP

Ditulis

la’in syakartum

. Kata Sandang Alif+Lam bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al

ol Lal

Ditulis

al-Qur’an

bl

Ditulis

al-Qiyas

Kata Sandang Alif+Lam bila diikuti huruf syamsiyyah dihilangkan huruf

al-nya
e Lo Ditulis as-Sama’
eaddl) Ditulis asy-Syams
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
o= Al s 53 Ditulis Zawi al-furid
Al Ja) Ditulis ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan praktik ekonomi syariah semakin hari mengalami kemajuan
meskipun kadang terjadi pasang surut terhadap daya minat untuk melaksanakan
kegiatan perekonomian melalui lembaga keuangan syariah, adapun yang menjadi
penyebab terjadinya hal ini diketahui karena adanya beberapa faktor diantaranya,
karena kurang pahamnya masyarakat mengenai ekonomi syariah, kurangnya
sosialisasi dari lembaga-lembaga keuangan syariah maupun pemerintah atau kurang
cakapnya sumber daya manusia yang bekerja sebagai stake holder di lembaga-
lembaga keuangan syariah. Meskipun masih banyaknya kekurangan dan perlu adanya
peningkatan dari berbagai sisi, sektor ekonomi syariah tetap mengalami tren positif
khususnya terhadap sektor lembaga keuangan syariah.

Jika kita melihat berdasarkan data statistik yang telah diberikan oleh lembaga
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Januari 2021, menunjukkan hasil
perkembangan total aset keuangan syariah dari Rp.350.364.000 Miliar di tahun 2019
naik menjadi Rp. 395.476.000 Miliar pada Januari 2021.1 Melihat perkembangan
positif yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah maka pemerintah telah

meresmikan Bank Syariah Indonesia yaitu bank yang merupakan hasil peleburan atau

! Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik
Perbankan Syariah,” him. 18.



penggabungan tiga bank Syariah milik BUMN dan telah beroperasi per tanggal 1
Februari 2021.

Akan tetapi dengan perkembangan sektor Lembaga Keuangan Syariah atau
LKS ini juga akan ada permasalahan yang timbul antara pengelola jasa keuangan dan
pihak yang memanfaatkan jasa keuangan itu sendiri, meskipun pada prinsipnya suatu
kontrak dibuat dengan itikad baik namun adanya masalah atau sengketa yang muncul
tidak dapat dihindari, pada umumnya termasuk pada bank syariah wanprestasi dapat
terjadi diakibatkan adanya di antara pihak yang tidak mampu untuk melaksanakan
kewajibannya baik dari sisi pemilik jasa maupun pengguna jasa. Kewajiban yang
dimaksud ialah kewajiban yang terdapat dalam kontrak perjanjian yang telah
disepakati bersama.

Jenis kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana yang banyak digunakan
ialah dalam bentuk pembiayaan, pada usaha pembiayaan jenis jenis sengketa yang
seringkali kita dapatkan ialah terjadinya wanprestasi yang dilakukan selama akad
berlangsung diantara pihak yang terikat akad, atau adanya Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) yang terjadi karena ada pihak yang merasa keberatan karena haknya
tidak terpenuhi dan sengketa yang terjadi karena adanya keadaan overmatch / force
majeur.

Dalam setiap kontrak perjanjian terdapat beberapa klausul yang salah satunya
mengatur penyelesaian sengketa kalusul force majeur dan klausul wanprestasi atau
aturan mengenai hal-hal yang yang dilakukan jika terjadi masalah. Penyelesaian

sengketa dalam ranah perdata dalam perbankan syariah merupakan sengketa yang



terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya, atau sengketa perdata ini merupakan
sengketa dalam lingkup hukum perjanjian, oleh sebab ini terdapat standar dalam
membuat suatu perjanjian yaitu ada asas kebebasan berkontrak sebagai aturan berlaku
dalam setiap hukum perjanjian. Pedoman kebebasan berkontrak yang dimaksud
dalam ini memiliki makna apabila dalam membuat suatu perjanjian, antara para pihak
yang terkait memiliki kebebasan dalam memutuskan isi akad, baik dari isi perjanjian
dan tata cara dalam menyelesaikan sengketa.? Mekanisme penyelesaian sengketa di
bidang sektor jasa keuangan memiliki dua bentuk jalur penyelesaian yang bisa dilalui
yaitu penyelesaian dengan melalui proses penuntutan melalui Pengadilan dan non
litigasi (perdamaian).

Mengingat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
upaya untuk menyelesaikan sengketa yang ada pada bank syariah jika ditempuh
melalui jalur litigasi maka ada pada kewenangan Pengadilan Agama. Dikatakan
bahwa Pengadilan Agama dalam lingkup Peradilan memiliki kewenangan untuk
memutuskan sengketa yang terjadi pada Perbankan Syariah, kecuali apabila para
pihak dalam perjanjiannya telah menentukan proses penyelesaian sengketa pada saat
melakukan perjanjian maka egalisasi sengketa akan dilaksanakan sesuai dengan isi
akad yang telah disepakati. Pada umumnya apabila pihak yang terlibat dalam suatu
perjanjian jika tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa maka secara

otomatis lembaga Peradilan yang akan menyelesaikan sengketa yang terjadi atau para

2 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 390.



pihak memilih jalur litigasi dengan mencantumkan dan menujuk sesuai dengan
kesepakatan bersama bahwa Pengadilan Agama sebagai media perantara.

Pelaksanaan upaya egalisasi sengketa melalui jalur non litigasi dalam istilah
lain lembaga Arbitrase maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya
sebagaimana yang diakui oleh perundang- undangan UU Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada beberapa jenis
penyelesaian non litigasi yang dapat ditempuh yaitu, arbitrase, mediasi, konsultasi,
negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.®> Untuk lembaga proses egalisasi non litigasi
sengketa keuangan syariah dapat memilih lembaga BASYARANAS (Badan
Arbitrase Syariah Nasional) atau melalui media Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana OJK telah menetapkan.
Media LAPS SJK yang ditetapkan oleh OJK memiliki penyelesaian atau penanganan
sengketa berupa Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase*

LAPS SJK yang disusun oleh OJK telah beroperasi di awal tahun ini
menaungi enam badan arbitrase lembaga Jasa keuangan yaitu Badan Arbirtrase Pasar
Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediaasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
(BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan

% Pasal 1 Ayat (10).

4 Ibid., Pasal 4 Huruf (a).



Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Venture Indonesia
(BAMPPVI),® yang sebelumnya keenam lembaga ini berdiri masing-masing.

Pada upaya penyelesaian terhadap suatu sengketa jasa keuangan baik bagi
lembaga berbasis syariah maupun bukan syariah sudah semestinya terlebih dahulu
menempuh jalur perdamaian, upaya menempuh proses perdamaian dimaksudkan
hendaknya para pihak yang memiliki sengketa bisa mendapatkan solusi dari sengketa
yang ada dengan menghasilkan win-win solution. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada sektor usaha
keuangan seperti pada bank konvensional ataupun bank syariah,  apabila
menggunakan proses di luar pengadilan maka sesuai aturan yang terkandung oleh
POJK menyebutkan bahwa, pengaduan harus diupayakan penyelesaiannya lebih
dahulu melalui Lembaga Jasa Keuangan itu sendiri, jika tidak tercapai kesepakatan
maka langkah penyelesaian boleh diselesaikan melalui pengadilan atau selain
lembaga pengadilan dalam hal ini yang dimaksud adalah BASY ARNAS serta LAPS
SJK sebagaimana penetapan oleh OJK®.

Tujuan pemilihan egalisasi sengketa menempuh metode non litigasi pada
sengketa jasa keuangan dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konsumen,
mempermudah konsumen dalam pelayanan pengaduan sengketa serta dapat lebih

efisien dalam menyelesaikan sengketa dengan prinsip aksesibilitas, keadilan,

5 “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” https://www.ojk.go.id. akses 10 Maret 2021.

6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /Pojk.07/2020 Tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pasal 32 Ayat (1).



independen, dan prinsip efesiensi dan efektivitas.” Upaya penyelesaian sengketa harus
terlebin dahulu diselesaikan melalui lembaga Sektor Jasa Keuangan yang
bersangkutan hal ini dimaksudkan untuk bagi masing-masing pihak yang bersengketa
mampu mendapatkan keputusan yang bersifat saling memberi keuntungan..

Setiap lembaga jasa keuangan memiliki strategi serta pendekatan dalam
menyelesaikan sengketa yang ada, hal ini dapat diketahui melalui POJK
1/POJK.07/2013 disebutkan pada salah satu pasal aturan terdapat rincian mengenai
mekanisme yang harus dilakukan oleh konsumen jika terjadi masalah serta dalam
mengajukan pengaduan terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan. Menurut
POJK pasal 38 disebutkan bahwa apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
mendapatkan laporan aduan oleh konsumen, PUJK harus melaksanakan:®

1. Pemeriksaaan internal terhadap aduan dengan kompeten, betul dan obyektif
2. Melakukan penyelidikan dalam rangka memastikan validitas aduan serta
3. Menyampaikan  pernyataan maaf lalu  memberikan  kompensasi

(redress/remedy) lalu melakukan pembenahan produk atau pelayanan, apabila

aduan yang diajukan konsumen benar.

Pentingnya ketepatan bank dalam menangani permasalahan sangat diperlukan
agar tidak mempengaruhi kesehatan bank dalam beroperasi serta pihak bank dapat

memperoleh kepercayaan nasabah dalam menyelesaikan sengketa, oleh karena ini

7 https://mwww.ojk.go.id. akses 11 Maret 2021.

8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 38.



dianjurkan untuk setiap bank memiliki fungsi hukum yang berfungsi untuk melayani
apabila ada aduan konsumen beserta penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil observasi pada bank syariah sebelumnya bahwa salah satu
sengketa yang disebabkan karena wanprestasi ialah terhadap pembiayaan bermasalah
pada salah satu akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat KCP Bone lebih
dulu diselesaikan dengan ditempuh melalui tahap pelaksanaan strategi dengan cara
rescheduling, reconditioning dan restructuring, sesuai dalam Peraturan BI Nomor
10/18/PBI1/2011 tentang restrukturisasi, namun pada akhirnya strategi ini dianggap
belum mampu dalam menangani sengketa pembiayaan bermasalah ini sehingga
langkah akhir yang dilaksanakan ialah melakukan penjualan jaminan, tanpa harus
melalui upaya jalur litigasi. Pada bank syariah di Watampone jika terjadi sengketa
melihat pada bentuk strategi penyelesaian yang ditempuh tercatat tidak melalui
mekanisme litigasi. Hal ini disebabkan karena bank syariah terlebih dulu
menyelesaikan masalah secara internal melalui lembaga keuangan masing-masing.

Melihat hal ini muncul pertanyaan apakah bentuk sengketa baik PMH,
Wanprestasi ataupun Force Majeur semua dapat diselesaikan dengan mekanisme
penyelesaian internal oleh bank, apakah strategi restrukturisasi dapat diterapkan
dalam segala bentuk penyelesaian sengketa atau tidak, apakah bentuk
penyelesaiannya dapat menguntungkan para pihak mengingat instansi perbankan
memiliki kebijakan internal yang dapat membatasi dalam menetapkan keputusan. Hal

ini dapat menjadi indikasi awal untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai



layanan pengaduan sengketa yang diberikan oleh bank syariah di Watampone
sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi tidak melalui jalur litigasi

Dari pemamaparan di atas maka perlu untuk diteliti lebih jauh bagaiamanakah
strategi serta pendekatan-pendekatan apa yang ditempuh oleh bank syariah di
Watampone untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi serta seberapa
efektifkah pendekatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi untuk pembiayaan

yang bermasalah yang ditempuh oleh bank syariah di Watampone.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan berikut rumusan masalah yang
dapat dirumuskan:
1. Bagaimanakah mekanisme serta strategi dalam menangani penyelesaian
sengketa yang ditempuh oleh Bank Muamalat di Watampone.?
2. Seberapa efektifkah penanganan dalam menyelesaiakan sengketa yang

ditempuh oleh Bank Muamalat di Watampone.?

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan yang dapat diperoleh ialah:

1. Agar dapat mengetahui bagaiamanakah mekanisme dan strategi yang
dilakukan oleh bank Muamalat di Watampone dalam menyelesaiakan
sengketa yang ada.

2. Agar dapat mengetahui seberapa efektif penyelesaian dalam menangani

sengketa yang dilakukan oleh Bank Muamalat di Watampone.



Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian bagi para pihak yang
mempunyai keingintahuan atas penelitian ini yang akan diperoleh ialah:

1. Dilihat melalui aspek teoritis diharapkan penulisan ini mampu menambah
wawasan sehingga akan menjadi salah satu informasi pengembangan ilmu
bagi para pihak yang terkait mengenai masalah penelitian ini dan sumber
kepustakaan.

2. Kegunaan praktis yang diharapakan ialah dapat menjadi manfaat bagi sistem
penyelesaian sengketa terkhusus untuk penyelsaian sengketa syariah yang

masih dianggap masih baru dan kurang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung data awal penulisan ini yang lebih luas dan lengkap maka
peneliti melakukan beberapa kajian pustaka terlebih dahulu yang memiliki kaitan
dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian mengenai penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada bank syariah sudah banyak sebelumnya yang dikaji
akan tetapi penelitian lebih banyak dilakukan pada jenis Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah serta hanya pada hasil restrukturisasi, di lain sisi banyak penyelesaian
pembiayaan bermasalah berakahir dengan penjualan agunan, selain itu penelitian-
penelitian yang sebelumnya masih menggunakan aturan terdahulu. Di antara
penelitian yang membahas mengenai mekanisme dan strategi dalam menyelesaikan

wanprestasi di bank syariah sebagai berikut.



Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Dra.Deliani dengan judul “Aspek
Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Konflik Antara Nasabah
Dengan Pihak Bank” pada penulisan ini menekankan dengan mekanisme penanganan
masalah diantara bank dan nasabahnya menggunakan proses non litigasi dianggap
efektif dan efisien karena proses yang ditempuh dianggap sederhana serta lebih
terjangkau dari sisi ekonomi, sebaliknya apabila sengketa antara nasabah dan bank
dihadapkan pada lembaga pengadilan posisi nasabah cenderung lebih dirugikan dan
haknya tidak dapat terlindungi hal ini penulis menganggap bahwa nasabah kecil sulit
untuk mengikuti proses hukum karena adanya biaya yang tidak dapat ditalangi.® Yang
membedakan antara penelitian selanjutnya pada adalah penelitian ini masih
menggunakan aturan lama tidak melihat aturan terbaru mengenai penyelesaian
gugatan sederhana serta posisi lembaga Pengadilan lebih mudah diakses jika
dibandingkan dengan lembaga LAPS yang posisinya cenderung sulit dijangkau.

Artikel dalam jurnal oleh Nurul Ichsan dengan judul “Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah Di Indonesia” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa jika terjadi
sengketa pada nasabah dan pihak bank syariah maka sengketa terlebih dahulu harus
diselesaikan secara musyawarah jika tidak terdapat kesepakatan maka sengketa dapat
diteruskan sesuai apa yang ada dalam perjanjian, dalam jurnal ini hanya menjelaskan

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan Pengadilan Agama secara umum

® Dra.Deliani, “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Konflik
Antara Nasabah Dengan Pihak Bank.” Juripol, No.1, Vol. 4, (Maret 2021). him. 11.
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belum memaparkan secara rinci mengenai efektivitas dari penyelesaian secara non
litigasi.*°

Tesis yang disusun oleh Azizah Azis dengan judul “Strategi Penanganan
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone” dalam
kesimpulannya penulisan didalamnya memaparkan bahwa strategi yang dilakukan
oleh pihak bank Mandiri syariah dalam menyelesaikan masalah pembiayaan dianggap
sangat efektif dengan menggunakan strategi stay approach dan phase out Strategy,
yang dilakukan baik sebelum terjadinya ataupun setelah terjadinya masalah.* Dengan
adanya data ini dapat menjadi data pendukung dalam melakukan penelitian
selanjutnya dan menjadi penelitian terbaru mengingat penelitian ini dilakukan
sebelum diberlakukannya margin bank syariah milik BUMN.

Artikel dalam jurnal dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)”, yang disusun oleh Dewi Nurul Musjtari, Ani Yunita, Khaeruddin Hamsin
dalam kesimpulan penelitiannya memaparkan bahwa penyelesaian sengketa yang
dilakakukan oleh OJK vyang dilakukan oleh LAPS dinilai efektif karena

penyelesaiannya mampu mencapai 100% dan dilakukan dengan jangka waktu yang

10 Nurul Ichsan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.” Ahkam, No. 2,
Vol. XV, (Juli 2015), him. 231.

11 Azizah Azis dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank
Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone,” Tesis Magister UIN Alauddin Makassar, (2013), him. 125.
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cukup singkat yaitu 20 hari dengan perpanjangan waktu 30 hari kerja.'? Data jurnal
ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK dianggap
efektif dengan menggunakan teknik fasilitasi dan klarifikasi terhadap konsumen, akan
tetapi penilitian ini dilakukan di Jawa Tengah yang memiliki akses untuk memilih
OJK yang berada di Ibukota dan masih mudah diakses oleh masyarakat kecil
menengah, sehingga akan ada perbandingan dari penulisan yang akan dilakukan
melihat segi lokasi penelitian sebagai patokan untuk menjadi data pendukung
penelitian penulis kedepan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dijadikan alasan
mengapa sengketa ekonomi syariah relatif sedikit diselesaikan melalui jalur litigasi.
Karya ilmiah dalam jurnal Adliya dengan judul “Penyelesaian Sengketa
Perbankan Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan” yang ditulis oleh Muhammad Kholid dalam penelitian ini
memaparkan sejak terbitnya Undang-Undang ini maka kewenangan untuk fasilitator
dalam penyelesaian sengketa dalam tahap pengaduan internal oleh bank dimana
sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia maka dialihkan kepada OJK agar
terwujudnya suatu aktifitas keuangan yang berpihak, di sisi lain tiap pelaku usaha jasa

keuangan diwajibkan untuk memiliki mediasi tersendiri dalam menyelesaikan

2 Dewi Nurul Musjtari, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui
Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ” Masalah -Masalah Hukum, No.1, Vol 49,
(Januari 2020), him. 13.
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sengketa secara internal agar dapat melindungi konsumen sesuai yang tercantum
didalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.*3

Karya ilmiah dalam jurnal dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan
bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada bank Syariah Mandiri (BSM)
Cab.Bone” yang ditulis oleh Musdalifah dan Abdul Rahim, penelitian ini Fokus pada
bank BSM Cab.Bone sebelum berubah menjadi BSI pada kesimpulannya untuk
menjaga bank agar tidak terjadi financial distress maka bank menggunkan strategi
Phase Out Strategy yang berarti bank tidak perlu lagi untuk melanjutkan hubungan
bisnisnya lagi dengan klien yang terkait dalam jangka waktu yang cukup lama,
namun ada pengecualian apabila terdapat hal-hal yang membantu seperti
peningkatan keadaan klien.** Dalam penelitian ini bank menggunakan Phase Out
Strategy yang berarti strategi ini dianggap mampu untuk menyelesaikan permsalahan
mengenai pembiayaan yang terjadi dalam bank tanpa harus menempuh jalur
penyelesaian yang lain. Dalam hal ini bank dianggap mampu untuk menyelesaikan
permsalahan dan menjaga kesehatan bank.

Karya ilmiah dengan judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
Pada Pembiayaan Murabahah Bank Bni Syariah Cabang Bogor” yang ditulis oleh Ari

Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati. Penelitian dalam jurnal ini merujuk

13 Muhammad Kholid, Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Keluarnya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Adliya, No.1. Vol. 10. (Juni 2016). him. 94.

14 Musdalifah, Abdul Rahim Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Untuk Mencegah

Financial Distress Pada bank Syariah Mandiri (BSM) Cab.Bone”Al-Tsarwah, No. 1, Vol. 3, (Juni
2020), him. 43.
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bagaimana penyelamatan pembiayaan bermasalah pada khususnya pembiayaan
Murabahah dengan menekankan pada sesuai tidaknya dengan standar dari prinsip
syariah. Hasil dari penulisan ini disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan untuk
menyelamatkan pembiayaan bermasalah oleh BNI Syariah sehingga dapat menekan
nilai NPF sehingga tidak melampaui aturan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, secara strategi penanganan pembiayaan bermasalah bank ini menggunakan
dua strategi yaitu stay strategy dan exit strategy. Akan tetapi pada umumnya stay
srategy lebih banyak digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah untuk
membangun suatu hubungan kerjasama yang baik dan bermanfaat pada nasabah..'®
Hal ini dapat menjadi acuan dengan penelitian yang akan dilakukan apakah strategi
ini dianggap lebih baik agar tetap menjalin kerjasama untuk jangka waktu yang lama.

Artikel Jurnal oleh Andika Ramadhana S “Strategi dalam Menangani
Pembiayaan bermasalah di PT. bank Sumut Kantor cabang Pembantu Syariah Karya
Medan” dalam tuisan ini penulis menyebutkan bahwa penyebab pembiayaan
bermasalah pada bank Sumut KCPSY Karya disebabkan oleh pandemi Covid 19
serta faktor kebijakan oleh pihak bank yang masih longgar, namun masalah ini dapat

diselesaikan oleh petugas dan meminimalisir terjadinya pembiayaan macet dengan

15 Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati “Strategi Penyelamatan Pembiayaan
Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank Bni Syariah Cabang Bogor.” Al Maal Journal of
IslamicEconomic and banking, No.1, Vol 1, (2019), him. 13.
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menerapkan strategi strukturisasi dan bank dianggap mampu untuk menangani
pembiayaan bermasalah .

“Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi
Perbankan Di BNI Syariah Malang”, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad
Zamrani ini dari hasil penulisan menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa
pada bank BNI Syariah Malang pada terkhusus pada kasus murabahah yang
menggunakan proses mediasi perbankan dianggap efektif dengan menggunakan R3
(Restrukturisasi, Reconditioning, dan Restarting) baik nasabah maupun bank yang
bersengketa dianggap telah menyetujui dan berdampak baik karena menguntungkan
kedua belah pihak siap menaati semua isi penyelesaian sengketa dari hasil mediasi
perbankan. !’ Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bahwa mediasi perbankan
dianggap efektif akan tetapi apakah sistem ini akan sama dengan sengketa yang lain
atau hanya pada sengketa produk perbankan tertentu.

Artikel dalam jurnal dengan judul The regulation of Islamic banking in
Mauritius yang ditulis oleh Varsha Mooneeram-Chadee, studi penelitian
menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Mauritius
tidak ada lembaga pengadilan atau badan yuridiksi khusus yang ditunjuk untuk

penyelesaiannya, namun dapat melalui komite penegakan hukum dan tinjauan badan

16 Andika Ramadhana S “Strategi dalam Menangani Pembiayaan bermasalah di PT. bank
Sumut Kantor cabang Pembantu Syariah Karya Medan.” Al-Igtishad Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Ekonomi Islam, No. 2, Vol 9, (2021), him. 94.

1" Ahmad Zamrani, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui

Mediasi Perbankan Di BNI Syariah Malang.” Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
(2013), him. 76.
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pengawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendengarkan persidangan atau dapat
diajukan langsung ke komite yudisial Dewan Penasihat di Inggris. Namun jika dalam
kontrak tercantum klausul arbitrase maka pengadilan akan memutus sesuai dengan
klausul yang telah ditetapkan oleh para pihak. '® Hal ini berbeda dengan sistem
penyelesaian sengketa perbankan yang ada di Indonesia yang memiliki banyak opsi
penyelesaian yang dapat ditempuh.

Jurnal artikel yang ditulis oleh Dian Herlambang, Muhammad Ridho Wijaya
dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Berkaitan Dengan Perlindungan
Konsumen”, dalam penulisan ini dijelaskan bahwa pentingnya bagi pelaku usaha
keuangan khusunya perbankan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen
mekanisme penyelesaian sengketa perlu dijalankan sebaik mungkin hal ini terkait
dengan UU Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen dan POJK. Dijelaskan
pula bahwa untuk mewujudkan hal ini maka perlu bagi para pelaku usaha jasa
keuangan untuk menyiapkan serta dapat memberikan fasilitas memadai sebagai
bentuk pelayanan dalam menyelesaikan aduan untuk konsumen agar dapat
mewujudkan PUJK yang sehat serta dapat memberikan perlindungan.® Hal ini dapat

menjadi tolak ukur dalam penelitian nanti bahwa faktor adanya fasilitas dan wadah

18 Mooneeram-Chadee, "The regulation of Islamic banking in Mauritius." ISRA International
Journal of Islamic Finance, Vol. 12:2 (September 2020) him. 265.

19 Dian Herlambang, Muhammad Ridho Wijaya, “Penyelesaian Sengketa Perbankan

Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen.”Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No.3
(Januari 2020) him. 22.
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yang memadai penting untuk disediakan agar konsumen mendapatkan perlindungan
sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi dapat terealisasi.

Tesis yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Strategi Penyelesaian
Pembiayaan bermasalah Pada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif
Magasid asy-syari’ah” pada penelitian tesis ini penulis menyimpulkan bahwa pada
bank Syariah Mandiri di Aceh strategi pendekatan yang dilakukan dalam
menyelesaiakan pembiayaan bermasalah ialah menggunakan sistem balloon payment
yang dimana sistem ini tidak terdapat dalam aturan OJK maupun Bl hal ini
menjadikan salah satu perbedaan dalam penerapan strategi pada bank di Aceh dan
bank yang lainnya, akan tetapi mekanisme yang ditempuh juga tidak bertentangan
dengan peraturan sesuai dengan apa yang tercantum pada DSN-MUI yang berlaku.?
Hal ini bisa menjadi faktor pembeda pada bank syariah yang ada di Watampone dan
Aceh serta pada bank yang akan diteliti saat ini juga adalah bank yang bukan lahir
dari bank konvensional melainkan dari bank swasta.

Jurnal yang ditulis oleh Faisal Kutty dengan judul “Islamic Finance,
Consumer Protection and public policy.” Dalam jurnal ini dikatakan bahwa sistem
yang ditawarkan ekonomi Islam sangat baik untuk memperbaiki sistem keuangan
global dengan profit and loss Sharing akan tetapi praktik yang ada di lapangan

menujukkan sebaliknya dilihat dari kurangnya pengetahuan dari para konsumen,

20 Uswatun Hasanah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif Magasid asy-syari’ah,” Tesis, Universitas Islam Negeri
Kalijaga Yogyakarta (2019), him. 124.
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kurangnya pengawasan dan kredibilitas hukum, kurangnya dukungan dari kebijakan
publik serta tidak adanya aturan yang seragam mengenai keuangan Islam menjadikan
tidak adanya perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen non muslim. %
Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam di negara minoritas muslim jika
terjadi sengketa masih sulit untuk menjangkau keadilan karena tidak adanya atauran
baku seperti di Indonesia jika terjadi sengketa mereka hanya dapat mengajukan

melalui lembaga bantuan hukum negara yang profesional.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan dari adanya kerangka teori untuk menjadi dasar permasalahan yang
diangkat apakah das sein dan das solen sudah sesuai dengan yang terjadi dan menjadi
tolak ukur dalam sebuah karya ilmiah. Berangkat dari judul berikut pemaparan
kerangka teori yang menjadi tumpuan penelitian ini, berikut kerangka teoritik yang
digunakan.

1. Strategi.

Makna Strategi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rencana
yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.?? Atau dengan
pengertian lain yaitu langkah atau tindakan yang terdiri dari metode-metode indikatif
agar dapat terwujudnya visi dan misi. Strategi bukan hanya digunakan oleh suatu

organisasi dalam mencapai tujuannya, akan tetapi dalam dunia ekonomi juga

21 Faisal Kutty, “Islamic Finance, Consumer Protection and public policy.” Journal Faith,
finance and Economy, Vol (Maret 2020), him.129.

22 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud, Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
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menggunakan strategi bukan hanya digunakan untuk pembangunan lembaga atau

pemasaran produk dalam hal penyelesaian sengketa juga perlu diterapkan strategi

agar sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan maupun visi misi lembaga.

Menurut Greenley adanya manajemen strategi dapat memberikan manfaat

antara lain sebagai berikut:%

a.

Menguatkan agar dapat dilakukan identifikasi, menentukan prioritas, dan
menggali adanya peluang.

Menyampaikan pendapat rasional terhadap permasalahan tata kelola.
Merepresentasikan struktur kinerja untuk melakukan pengontrolan aktifitas
seta koordinasi yang baik.

Meminimalkan dampak terhadap situasi dan kondisi yang buruk.
Membolehkan untuk membuat keputusan besar sehingga mampu mendukung
kearah yang lebih baik dengan visi misi yang telah ditetapkan.
Memungkinkan manajemen waktu serta sumber daya yang lebih efisien agar
dapat mengindentifikasi peluang.

Memungkinkan manajemen waktu dan sarana yang lebih minim agar dapat
memperbaiki keputusan yang keliru atau tidak terencana.

Membentuk kinerjakerja agar membangun komunikasi internal diantara staf.
Mampu untuk mengga menggabungkan sifat tiap individu kedalam usaha

bersama.

23 Refita, “Manajemen Strategi: Pengertian, Fungsi dan Tujuannya,” https:/finata.id, akses 26

Agustus 2021.
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j.  Memberikan pengetahuan dasar agar dapat menjelaskan tanggung jawab tiap
orang

k. Mendorong gagasan yang inovatif

I.  Mempersiapkan pendekatan kresponsif, terpadu, dan antusias agar
menghadapi tantangan serta peluang.

m. Mendorong mewujudkan perilaku positif terhadap inovasi

n. Memberikan tingkat kedisiplinan dan kepatutan terhadap tata kelola suatu
usaha.

Berdasarkan teori manfaat yang telah dipaparkan maka strategi dalam suatu
lembaga sangat penting untuk tercapainya tujuan organisasi, untuk itu strategi dalam
penyelesaian juga penting dalam untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar
dapat menunjang operasional lembaga, terkhusus dalam membantu mencapai tujuan
suatu organisasi dalam hal ini baik bank ataupun lembaga keuangan yang lain
sehingga dapat melindungi kepentingan nasabah dan reputasi bank.

2. Teori Efektifitas

Kata efektivitas yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
bersumber dari kata efektif yaitu mempunyai makna manjur, menimbulkan dampak,
berhasil dan berlaku. * Pada dasarnya efektivitas merupakan tolak ukur dalam

menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak digapai, oleh karena itu efektivitas

24 https://kbbi. Kemendikbud.go.id. akses 15 Juni 2021.
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dalam patokan hukum menurut Seorjono Soekanto setidaknya ditentukan oleh 5

aspek yaitu:%

1.

2.

Aspek hukum itu sendiri (undang-undang)

Aspek penegak hukum bermakna para pelaku yang terlibat yang membuat
ataupun yang menerapkan hukum.

Aspek intrumen bermakna adanya prasarana yang dapat membantu penegak
hukum.

Aspek masyarakat yaitu kondisi tempat suatu hukum terjadi serta
diaplikasikan.

Aspek budaya, adalah suatu hasil karya yan tercipta dari nilai serta kebiasaan
yang didasarkan pada kehendak.

Jika melihat faktor ketiga yaitu dari segi sarana dan fasilitas dalam

menciptakan efektivitas hukum, maka agar dapat dijangkau oleh masyarakat, sarana

dan fasilitas yang ada harus dapat menunjang bagi para pihak yang terlibat dalam

permasalahan baik itu penegak maupun masyarakat yang ingin mengakses hukum,

sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam menegakan keadilan. Dalam hal ini jika

kelima unsur tersebut dipadukan, akan menciptakan esensi dari penegakan hukum

karena kelima hal ini merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum. Dari uraian diatas

dapat kita simpulkan bahwa efektifitas ialah kesanggupan bagi suatu lembaga untuk

melakukan tindakan-tindakan secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh

% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2008). HIm. 8.
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tujuannya. Atau dengan kata lain sesuatu bisa diketahui menjadi efektif jika telah
tercapai tujuan yang diinginkan ataupun yang telah ditentukan.
3. Pembiayaan Bermasalah

Definisi Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan
Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dapat
berupa:?

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang gardh dan

d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa.

Sesuai dengan kesepakatan perjanjian diantara pihak bank Syariah dan UUS
serta pihak yang menggunakan bantuan melalui jasa pembiayaan, maka pihak yang
diberi pembiayaan atau diberi sarana maka wajib bagi yang telah diberikan atau
dipinjamkan biaya agar dapat melakukan pengembalian biaya yang diberikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan ataupun sesuai apa yang telah diperjanjikan baik
itu dengan adanya imbalan berupa bagi hasil ataupun ujrah.

Adapun pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan adalah, penyediaan

dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

%6 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat ( 25).
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antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.?’

Dapat dipahami berdasarkan pemaparan definisi sebelumnya agar ditarik
kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan dana dalam bentuk pinjaman untuk
diberikan kepada perusahaan dalam bentuk pembiayaan oleh usaha jasa keuangan.
jasa keuangan yang dimaksud seperti perbankan syariah dan sebagaimana yang telah
disepakati harus pihak yang dibiayai harus mengembalikan dana yang diberikan baik
dengan ujrah maupun tanpa imbalan.

Pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau tidak dapat
terpenuhi sesuai dengan isi akad akan menjadi pembiayaan bermasalah. Dalam suatu
transaksi perbankan setidaknya ada lima risiko yang dapat terjadi: 28

a. Revocable (Dapat dibatalkan): pada situasi ini perusahaan dapat membatalkan
transfer tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan transaksi

b. Irrevocable (Tidak dapat dibatalkan): pembayaran telah dikirim namun pihak
yang diberi pembiayaan belum memiliki pembayaran yang berada dalam

masa jatuh tempo.

27 Pasal 12.

28 Dewi Hanggraeni, Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah (Bogor: PT Penerbit IPB Press,
2019), him. 49.
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c. Uncertain (Ketidakpastian): Pembayaran oleh pihak yang diberikan
pembayran berada dalam masa tenggat akan tetapi bank belum menerima
pembayaran yang diberikan.

d. Failed (Gagal): Sudah ada kepastian dimana pihak lain tidak melakukan
pembayaran atas kewajibannya.

Secara faktual adanya sengketa khususnya ekonomi syariah disebabkan oleh
beberapa hal yaitu:2°

a. Adanya ketidaksepahaman mengenai akad dalam proses bisnis syariah karena
hanya berorientasi pada keuntungan atas dasar coba-coba atau ketidak
mampuan mengenali mitra usaha maupun tidak adanya bukti hukum yang
mengikat.

b. Terdapat kesulitan dalam melaksanakan isi akad atau perjanjian diakibatkan
oleh para pihak tidak teliti dan hati-hati pada saat mengadakan perundingan,
tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan nilai dasar dari suatu akad
yang adil, ada kepastian dan efisiensi, dan tidak mampu mampu mengamati
potensi risiko yang dapat terjadi dapat juga mengabaikan adanya potensi
risiko yang dapat terjadi serta kejujuran dan kepercayaan yang tidak dimiliki.
Dari pemaparan sebelumnya mengindikasikan bahwa suatu permasalahan

yang disebabkan karena wanprestasi yang ditemukan dalam lembaga jasa keuangan

disebabkan karena adanya diantara pihak yang mengabaikan ataupun tidak

2 Amran Suadi, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), him. 42.

24



melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian akad yang telah disepakati baik itu
akibat wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum ataupun overmatch, atau karena
adanya dua pihak atau lebih yang sama-sama memperjuangkan hak kepentingan
masing-masing dan keduanya gagal dalam mencapai pendapat atau titik temu yang

Sama.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang berdasarkan naturalistik karena dilakukan untuk
meneliti suatu keadaan yang alami bukan dari hasil eksperimen. Dengan
mengumpulkan sumber informasi dengan menggunakan cara gabungan atau
triangulasi dari hasil data dan analisis. ** Dalam penulisan menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan metode field research Menurut Monique Henink bahwa
penilitian kualitatif merupakan penelitian yang membolehkan peneliti untuk
melakukan pengamatan secara mendetail dengan metode spesifik seperti wawancara,
observasi, analisi isi ataupun yang lainnya sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian
ini meneliti dalam setting keseharian.3! Dalam penelitian ini data-datanya diperoleh
dari hasil analisis kata, pernyataan melalui wawancara yang diperoleh di lapangan

khusunya pada bank Syariah di Watmpone.

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (bandung: Penerbit
Alfabeta, 2013). him. 9.

31 Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, (Sukabumi: Jejak
Publisher, 2020), him. 33.
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2. Sifat Penelitian
Jika melihat dari jenis penelitian yang digunakan maka sifat penelitian ini
akan menggunakan deskriptif analitis berarti bahwa peneliti menggambarkan
perolehan data informasi yang bersumber dari lapangan melalui penjelasan terkait
yang ditemukan pada fakta lapangan secara sistemetatis dan faktual.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data terdapat dua kategori informasi bahan
penelitian untuk dapat diperoleh yaitu data primer dan sekunder adapun uraiannya
dipaparkan lebih lanjut:
a. Data Primer
Data primer yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data yang
bersumber berdasarkan fakta dan informasi yang didapatkan melalui
narasumber penelitian di lapangan dengan menggunakan metode:
1).wawancara
2). Dokumentasi
Sumber informasi yang didapatkan melalui sumber wawancara oleh
peneliti ialah melakukan wawancara melalui koresponden, koresponden
ataupun narasumber yang dimaksudkan adalah para stake holder sebagai
pejabat berwenang yang terkait dengan bank Muamalat KCP Bone dan
dokumentasi berupa data bank yang berhubungan dengan bahan riset

penelitian serta dapat dipublikasikan.
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b. Data Sekunder
Yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah data
yang didapatkan melalui data yang berupa literatur dalam hal ini buku,
jurnal dan artikel ilmiah lainnya sebagai data pendukung untuk
menguatkan dan menjelaskan pada penelitian ini. Data ini juga berupa
sumber seperti UU, Peraturan, yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Analisis Data
Adapun dalam menganalisis informasi yang telah diperoleh akan memakai
teknik analisis reduksi data, dengan menggunakan teknik reduksi data yaitu data yang
berasal dari data primer dan sekunder. Setelah data primer berupa wawancara dan
dokumentasi terkumpul lalu dianalisis dengan data dari literasi buku, Undang-
Undang maupun peraturan yang berlaku untuk mencari tau kesesuaian antara data
lapangan agar dapat disimpulkan. Setelah dikumpulkan lalu data dianalisis dalam
bentuk deskripsi analitis untuk menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk
kalimat.yang disusun agar mudah dipahami setelah melakukan reduksi, penyajian

data maka langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan bertujuan untuk mengetahui alur pembahasan agar
dapat mudah diketahui. Dalam penyusunan tesis ini akan terbagi menjadi tiga bagian

yang terdiri sebagai berikut:
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Bagian pertama: BAB | Pendahuluan akan terdiri dari uraian penelitian yang
akan memuat hal-hal substansial untuk awal sebuah penelitian yaitu, penulisan latar
belakang penelitian, tujuan dari penelitian ini, pokok masalah yang memuat
penelitian, kegunaan serta manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian, keseluruhan
bab ini akan terdiri pertanyaan serta sistematika penelitian- penlitian yang akan
dijawab dalam bab selanjutnya.

Bagian kedua: BAB Il akan berisi mengenai analisis masalah yang diangkat
berupa pengembangan teori mengenai konsep dasar dari perbankan syariah lalu
pembiayaan bermasalah dimulai dengan akad-akad dalam pembiayaan bank syariah
serta bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi teoritis dan
yuridis yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Bagian ketiga: BAB 11l bagian ini akan fokus pada data lapangan atau
pemaparan objek lapangan yaitu mendeskripsikan data-data yang didapat pada bank
syariah di Watampone meliputi kegiatan pembiayaan apa saja yang ada pada bank
tersebut, aspek-aspek atau faktor yang menjadi alasan kenapa pembiayaan
bermasalah dapat terjadi serta bagaimana strategi dan mekanisme yang ditempuh oleh
bank syariah Watampone untuk menyelesaikan wanprerstasi yang disebabkan oleh
pembiayaan bermasalah tersebut.

Bagian keempat: BAB 1V akan berisi mengenai argumen maupun kritik atau
analisis dari pokok masalah penelitian sehingga strategi penyelesaian yang diterapkan
oleh bank syariah di Watampone dianggap mampu dan efektif dalam menyelesaikan

pembiayaan bermasalah yang ada. Berdasarkan teori yang digunakan,
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mendeskripsikan hasil wawancara dan literatur yang telah diperoleh untuk menjawab
masalah yang diangkat.

Bagian kelima: BAB V akan memuat penutup yang akan terdiri dari
kesimpulan vyaitu merupakan ringkasan yang terdiri dari keseluruhan kajian,
informasi dan akan memuat jawaban singkat dari pokok masalah yang dipertanyakan
pada awal bab. Pada bab ini juga terdapat opini dari penulis berupa pertimbangan
ataupun saran, masukan, usul, maupun rekomendasi yang signifikan dengan

kesimpulan yang didapatkan.
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BAB V
PENUTUP

Pada bab ini akan berisi hasi rangkuman dari hasil pembahasan dan penelitian
yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan dan saran yang

diajukan untuk dikembangkan dalam rangka penulisan tesis ini kedepannya

A. Kesimpulan

Menurut hasil observasi dan pengamatan terhadap penyelesaian dan strategi
dalam menyelesaikan sengketa pada Bank Muamalat KCP Bone maka kesimpulan
yang dapat ditarik ialah:

1. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu yang menyebabkan sengketa yang
menjadi alasan sehingga terjadi pada lembaga keuangan salah satunya pada
bank yang menyediakan jasa dengan menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat. Oleh sebab itu mekanisme serta strategi tiap bank dalam
menghadapi sengketa sangat penting dalam upaya penyelamatan bank serta
menghindari terjadinya kerugian yang akan dialami. Mekanisme penyelesaian
sengketa pada Bank Muamalat KCP Bone untuk sengketa wanprestasi
pembiayaan bermasalah dengan mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu
dengan strategi restrukturisasi, apabila restrukturisasi tidak berhasil maka
upaya terakhir dengan mengambilalin agunan untuk dilakukan penjualan
ataupun pelelangan, akan tetapi pada upaya ini sering muncul masalah oleh

pemilik jaminan karena faktor-faktor yang menyebabkan jaminan tidak dapat
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dilakukan penjualan begitu saja. apabila terdapat sengketa maka Bank
Muamalat KCP Bone sebatas menerima aduan dan penyelesaiannya
dilakukan pada bank Muamalat yang berada di ibukota Provinsi.

. Dalam penanganan penyelesaian sengketa yang ada pada bank Muamalat
KCP Bone pada hasil penelitian dianggap belum efektif hal ini disebabkan
pada saat melakukan perjanjian untuk klausul penyelesaian sengketa pihak
bank cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa melalui proses non
litigasi, hal ini ditunjukkan pada saat melakukan perjanjian bank hanya
menganjurkan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga khususnya
Pengadilan, dengan tujuan untuk menjaga nama baik serta hubungan baik
dengan nasabah. Di sisi lain penyelesaian non litigasi ini tidak dapat
dilaksanakan secara efekif disebabkan bank tidak memiliki fasilitas ataupun
unit fungsi untuk penyelesaian sengketa, karena pada Bank Muamalat KCP
Bone apabila ada pengaduan ataupun sengketa yang dilaporkan maka bank
sebatas menerima laporan akan tetapi pada penyelesainnya ditangani oleh
bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar yang berada pada wilayah
Provinsi. Hal ini menyebabkan nasabah sulit mendapatkan dan mengakses
upaya penyelesaian yang mudah sehingga perlindungan konsumen juga tidak

dapat terwujud
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B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil observasi :

1. Dalam memberikan pembiayaan, meski telah menerapkan prinsip kehati-
hatian sebaiknya pihak bank harus tetap profesional dan tetap waspada
sampai pelunasan pembiayaan meskipun nasabah sangat berperilaku baik.

2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebaiknya bank tidak
berpatokan penuh terhadap aturan yang berlaku, yaitu dengan bank
memiliki kebijakan tersendiri dengan melihat kondisi nasabah.

3. Pada saat pembuatan dan penandatangan akad sebaiknya bank harus lebih
transparansi mengenai klausul penyelesaian sengketa atau aduan nasabah,
agar nasabah tidak merasa sulit dan demi melaksanakan perlindungan

konsumen yang baik.
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